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Kata kata _]ahat dan bentuk
kejahatan tidak asing lagi bagi kita
semua. Kita: ‘mungkin mempunyai
pengaiaman sendiri tentang apa itu
'kejahatan misalnya kita pernah
‘menjadi k_orban suatu tindak keja-
hatan. Begitu juga melalui teman,
‘media massa sering sekali masalah-
masalah kejahatan dikupas dan
disoroti. Halitu disebabkan masalah
:kejahatan menimbulkan keresahan
masyarakat. Kadangkaia masyarakat
‘berpikir hidup ini bagaikan dunia yang
diselimuti oleh para penjahat.
Begitulah realitaskehidupen. Memang
sangat menggelikan sekali, apalagi
kalau kejahatan itu bersifat sadis dan
kejam. Tidak pandang bulu, banyak
masyarakat yang tidak berdosa
menjadi korban dari suatu tindakan
tejahatan.

Kejahatan dari sudut pandang
legal formai diartikan sebagai suatu
perbuatan yang melanggar hukum
pidana atau undang-undang yang

.iberiaku d1 masyarakat karena.

merugikan masyarakat Eksastenm
suatu hukum di dalam masyarakat
merupakan pengejawantahan dari
tuntutan masyarakat agar jalannya
kehidupan bersama menjadi baik dan
tertib. Dengan dilanggarnya pondasi
ketertiban __ma$yar_akat, maka ten-
tunya perbuatan tersebut adalah ] ahat
M. Eliot memandang kej ahatan
sebagai keseluruhan kelakuan yang
dilarang dan dipidana oleh negara (M
Eliot, 1952). Kemudian Sutherland
berpendapat bahwa kelakuan yang
bersifat jahat adalah kelakuan yang
melanggar undang-undang/hukum
pidana, bagaimana amoralnya atau
tidak patutnya suatu perbuatan, ja
bukan kejahatan jika ticax dilarang
oleh undang-undang hukum pidana
(Sutherland, 1960). Dari sudut
pandang sosiologis, kejahatan meru-
pakan salah satu perbuatan yang
antisosial dan amoral serta tidak
dikehendaki oleh masyarakat, me-




rugikan, menjengkelkan, sehingga
tidak boleh dibiarkan dan secara sadar
harus ditentang.

Dari bEberapa pendapat ter-
sebut di atas, terlihat bahwa kejahatan™ -
itu sendiri mempunyai makna yang -

berbeda-beda. Tergantung dari sudut
e e memaﬂ}if@ng_nya,_z;pakah_:_ : 'pelahunya masyna&at membe; ikan

dari sudut hukum atau dari ‘sudut
sosiologis, tetapi intinyé tetap sama,
Berbicara masalah definisi. kejahatan
 tidak akan beraldur Kamna setiap ahli
:maupun masyarakat mempunyal
' 'sudut pandang yang berbeda-beda
' ::Makna kéj éhatzm akan berkembang
_ terus seirmg dengan munculnya
) bentuk—bentuk kej: ahatan baru yang
"burirmgan dengan modusnya Ke}a—
hatan adalah dlmenm sosxal karena
ke}ahatan ztu sendm terjad1 da]am
' kehldupan 3051al ‘Untuk itu per-
' geseran makna am serta reaksi
"te_rh_a_d:a_p suatu k_eJ ah_at_a__n juga lebih
cenderung bersifat dimensi sosial.

Secara kriminologis, pengertian
kejahatan dikembangkan menjadi ; a).
-Pola tingkah laku yang merugikan
‘masyarakat secara mental dan fisik,
kemudian tingkah laku yang meru-
gikan dirumuskan sebagai kejahatan
di dalam hukum yang berlaku dalam
masyarakat tersebut melalui. suatu
proses politik (pembuatan undang-
undang), b). Pola tingkah laku yang
bertentangan dengan perasaan moral

masyarakat, dan kepada pelakunya
masyarakat memberikan reaksi
secara nonformal (Mustofa, 2000

), Lebih lanjutMustofamengemu—
--kakan ke} ahatan adalah poia tmgkah
-laku sesem ang yang Leianf menetap,
* yang tidak 'sesuai denga.n mia: dan

norma sosial masyarakat Kepada

berbagai bentuk reaksi ci_ax:_ yang
bersifat non-formal hingaa bersifat
formal dan informal. Pola ti_ngkéh faku
yang disebut kejahatan tersebut dapat
terjadi-pada diri individu,:dan juga
dapat merupakan bentuk tingkah laku
kejahatan individual yang tidak terpola
pada pelakunya, namun terjadi datam
frekuensi yang tinggi. chalyaian:juga
merupakan pola tingkah laku yang
sering terjadi di masyarakat, yang
tidak sesuai dengan nilai dan norma
sosial. Faktor penangggulangan
tingkah laku, baik pada individu atau
pada masyarakat dan nilai serta
norma masyarakat merupakan kunci
utama definisi kejahatan secara
kriminologis (Mustofa, 2000 : 14).

‘Meskipun kejahatan secara
sosiologis adalah konsepsi, pada
akhimya apabila tindakan tersebut
dianggap sangat merugikan masya-
rakat, maka ia akan menjadi penger-
tian kejahatan yang dicantumkan
sebagai salah satu tindakan yang
dilarang dalam hukum pidana, tetapi
pencanturhan tersebut melalui suatu




- proses sosial dqn_-p:os_&s politik Pe-.
langgaran ringan terhadap nilai-nilai
dan norma akan dlberlkan kecaman..
Pﬁ:ianggaran terhadap mla;—mlaz dan'

norma-norma yang dlanggap serius
akan disebut sebagal ke_;ahatan dan
~ seferusnya _dlcanmmkan dalam hukum
pldana e donoan sa

M_ Ialuz berbagal pemberitaan
k:ta *tah’z bahwa tmgkat kejahatan

- dengan kekerasan (violent crime)

belakangan ini terus meningkat.
Begitu pula dengan tingkat derajat
kekejamannya. Menurut Emile
Durkheim, kejahatan terdapat tidak
hanya di dalam masyarakat yang
berciri khusus, tetapi juga di semua
jenis masyarakat dengan berbagai
macam ciri (Dressier, 1988 : 1).
Kemudian Emile Durkheim melan-
jutkan bahwa tidak ada masyarakat
yang tidak dihadapkan pada masalah
kriminalitas, oleh karena itu kejahatan
tersebut merupakan gejala normal
(Dressier, 1988 : 2). Secara sosiologis
kejahatan itu ada karena memenuhi
fungsi kemasyarakatan. Lebih lanjut
Durkheim mengemukakan bahwa di
manapun pelanggaran kejahatan itu
terjadi, maka tindakan tersebut selalu
mengakibatkan adanya penindakan
melalui penghukuman pemidanaan
(Dalam Dressier, 1988 : 1). Adapun
tujuan penjatuhan penghukuman
terhadap sipelaku pelanggaran,
menurut Jackson Tobby adalah

sebagai alat-untuk; 1. Pencegahan
kejahatan, 2. Menyokong moral para
konformis, 3: Memperbaiki (mere-
formasi) para pelanggar. i o

Kemudian Sahetapy menge-
mukakan bahwa pengetahuan me-
ngenai kejahatan dan tindak pidana
memang tidak mengenai penyebab .
tunggal darimenurun atau-meniﬁg¥
katnya kriminalitas. Kemajuan tek-
nologi dan ilmu pengetahuan, perkem-
bangan kependudukan, struktur
masyarakat, perubahan nilai sosial dan
budaya, ikut mempengaruhi dan
memberi dampak tersendiri terhadap
motif, sifat, bentuk, frekuensi, inten-
sitas maupun modus operandi keja-
hatan (Sahetapy dalam Nitibaskara,
2001 :168).

Tak dapat pula diabaikan,
lemahnya penegakan hukum, praktek
korupsi, kolusi dan nepotisme, serta
kondisi ekonomi sedikit banyak
memberikan konstribusj dalam proses
terjadinya kejahatan. Di sisi lain,
sehubungan dengan krisis ekonomi
memang terdapat teori-teori yang
mencoba menghubungkan krisis
ekonomi dan kejahatan. Mengenai
kejahatan dengarﬁ kekerasan,
perspektifklasik menyebutkan bahwa
dalam masyarakat terdapat sejumlah
orang yang tidak merasa takut
terhadap sanksi, baik sanksi sosial
maupun hukum. Dalam keadaan




frustaSI mercka akan menggunakan

:kekerasan untuk; mencapal tujuandan: -
kepentmgan mereka, ‘Bagi mereka’

berlakumottd "Bunuhterlebmdahuiu,
urusan belakangan" ' e

' .'ketegangan dan frustas: yang dxaiamxl |
oleh. seseorang yang: tmggal atau-

'hidup di dacrah kumuh akangampang

menyebabkan seseotang berper;laku

menyimpang: Nilai-nilai kelas bawah
yang menekankan pada kekerasan
(violence) dan kekuatan_ {isik (power),
mengakibatkan mereka sering
bemmsdn_.de_n gan penegak hukum.
Perspekiif lainnya mengacu pada
proses sosial, di mana didalam
masyarakat terdapat sejumlah orang
yang tidak mempunyal kesempatan
memkmatl mstm;m mstltusz konven~
smnal sepem sekolah pekerJ aan daq

i\eluarga yang baik. Mereka umumn _/a:

bereaks: keraster hadap tekanan hidup
sehan-hau T ennasuk daiam kai:egori

ini, orang—orang yang tidak memzhkl_

kepandaian atau keterampllan sepem
yang dlm:l:fm oleh orang lain. Pada

umumnya mereka lakukan lewat
cara-cara y’mg menjurus, kepada_

ancaman ﬁsﬂ\ dan kekerasan

-=Kalau kita melihat ke arah
klasifikasi perilaku kejahatan, maka:

ada beberapa aspek yang dapatkita

= Besar kemungkman pemlaku.._'
sepertl mi akan tumbuh subur daiam '

gunakan untuk mengklamﬁkaak&n_;f
kejahatantersebut ya1tu

1. Aspek status sos:al

':"3051al sebagax benkut

a White Coliar Crxmm_ _
. Elite Crimmal yaitu, pelaku
_.kejahatan yang tergoiong
- mempunyai status sosial tinggi
" atau terhormat dalam suatu'
* ‘masyarakat, Pada umumnya
" mereka melakukan kejahatan
" dalam rangka pel laksanaan
-pekcrjaannya Mereka ini
~“adalah para pejabat para

; penausaha para cendikigwan
“ataupun para ahli“dalam
berbagai bidang pekerjaan,
*“Parktek " mercka “berupa
~ penyalahgunaan jabatan atau
wéwenang, penyalahgunaan

' kedudukan dan profesi. "

b. The Lower Class Criminal,
yaitu pelaku kejahatan tidak
* ‘mempunyai status sosial yang
“tinggi di masyarakat. ‘Pada

" umumnya jenis kejahatan yang
dilakukan oleh merekaterkait
~dengan motif ekonomi, keja-
“hatan strect crime, seperti

* ‘perampasan, penodongan,
penganiayaan dan sebagainya.
Jenis kejahatan secara spontan
“yang tidak direncanakan ter-

masuk dalam kategori ini.
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saling mengasml tanpa terkaxt
dengan perkawman

5 Menurut‘aspek keblasaan dzla«,
. _._:_ikukannya kej ahatan, maka dapat'i
-:"3':_d1peroleh kIa31ﬂka51 sebaga:'

2. :Habitual Cnmmals yakm oranfr |

f'=yang melakukan kejahatan

S baik dalam arti juridis: maupun’

dala_m arti kriminologis, secara

- terus-menerus sebagai kebia-

saan. Misalnya seorang pela-

_cur, pemabok, penjudi dan '

sebagainya,

. Non-Habitual Criminals, yakni

para pelaku kejahatan yang

melakukan kejahatan bukan

karena kebiasaannya tetapi

drtentukan oleh kond151 dan

sztuasz tertentu

. Mé:ﬁurui aspektertentu dan sifat
perbuatannya, dapat diklasi~
fikasikan sebagai berikut:

a. The Casual Offenders, yakni
orang-orang yang melanggar

ketertiban masyarakat. Mi-
salnya orang yang melanggar

**jam malam, mengadakan pesta
 tanpa’izin. Sebenarnya per-

~ buatan-perbuatan semacam ini
" “ditinjatl dari ‘aspek yuridis
“"bukanlah’ termasuk sebagai
ke;ahatan '

“sukkan atau mengelualkan
S sesuatu (baranc dan seba-
¢ gainya) dari atau keluar: tanpa_
izin dari pemerintah atau yang

- berwajib.

7. Menurut umur pelaku kej ahatan,

maka diperoleh klasifikasi sebagai
benikut:

- a. Adult Offenders, yakni para
- pelaku kejahatan yang ber-
dasarkan ketentuan hukum dari
suatu masyarakat termasuk
golongan orang-orang yang
telah dewasa, o
b. Juvenile Delinquent, yakni para
pelaku yang melakukan keja-
hatan atau perbuatan-per-
buatan anti sosial lainnya yang
berdasarkan ketentuan hukum
dari suatu masyarakat ter-
-_masuk golongan anak-anak
- atau remaja. {(Kemal Der-
mawan, 2000:3.5-3.8).

Kejahatan seringkali dmmg:
dengan kekerasan, kekerasan di-
gunakan oieh para pengahat agar




sasaran‘yang ingin-dicapai dapat
berhasil, atau kekerasan itu juga
merupakan :efek perlawanan yang
dii_akuké;;o_leh korban dalam melin-
dungi harta benda dan jiwanya. Disini
para pelaku Kejahatan tidak segan-
ségan melakukan aksi kekerasan
terhadap korban yan g menycbabkan
korban manﬁalann luka, ‘tekanan
..pS_leIOgI_S_ dan ._bahk_an menemui
ajalnya. Kalaukita berbicara tentang
masalah kekerasan, secara umum
diartikan sebagat setiap tindakan dan
ancaman, yang bertindak ditujukan
untuk menyebabkan atau akan
rﬁenyebabkan orang lain merasa
ketakutan, merasa kesakitan, men-
derita pelukaan fisik dan bahkan
kematian, atau apabila sasaran
tindakan kekerasan tadi berupa benda,
maka benda tadi akan menjadi
berubah bentuk atau rusak. Hudiro
mengatakan kqahatan kekerasan
adalah sebagai kejahatan konven-
sional yang peristiwanya selalu

muncul dalam kehidupan manusia,

kejahatan ini didahului dan disertai
atau diikuti dengan kekerasan
terhadap orang, dengan objek keja-
hatan berupa barang atau orang.
Korban kejahatan ini biasanya tidak
berdaya dan pingsan, baik secara fisik
maupun psikis atau bahkan menemui
kematian (Hudiro, 1983).

Sedangkan menurut Simon
Fisher bahwa kekerasan meliputi

tindakan, perkataan s;kap, berbagax

striktur atail sistem yang menye~

babkan kerusakan secara fisik, men- _
ial; sosial atau imgkungan dan‘ati

menghaiang1 seseorang untuk meraih

potensinya secara penuh (Fisher, 2001

4). Kadish secara umum mengatakan

bahwa kekerasan menunjuk pada
semua tingkah laku yang bertentangan

dengan undang-undang, baik berupa

ancaman .saja. maupun .sudah

'me:_mpakan suatu tindakan nyata yang

mengakibatkan kerusakan terhadap

benda, fisik atau mengakibatkan

kematian pada seseorang (Kadish

dalam Nitibaskara, 2001 204).

* Kemudian kalau dilihat dalam
Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana yang merupakan patokan dari
aparat penegak hukum, khususnya
aparat kepolisian dalam mengka-
tegorikan setiap tindakan dan pelaku
bersifat kekerasan, dapat dilihat dalam
pasal 89 KHUP, "Yang dinamakan
melakukan kekerasan itu, membuat
orang jadi pingsan atau tidak berdaya
dan lemah". Melakukan kekerasan
artinya mempergunakan tenaga atau
kekuatan jasmani tidak kecil secara
tidak sah, misalnya memukul dengan
tangan atau dengan segala macam
Jenis senjata, menyepak, menendang
dan lain-lain. Pingsan artinya tidak
ingat atau tidak sadar akan dirinya.
Tidak berdaya artinya tidak mem-
punyai kekuatan atau tenaga sama




sekali, sehingga tidak dapat melak-

' 3sanakan pe: Iawanan sama sekah

' Orang yang tldak berdaya 1tu, masxh :
dapat mengetahw apa yang terJadx_-_

-atas d}rmya (S 'esdo _1 96 ()8)

Dalam kl mnnologi kekerasan_'
dxkatecronkan sebagal tingkah laku
. 'menyimpang, Jjika tmciakan tersebut
_merupakan tmffkah Iaku: yang sudah'
memola pada du1 pelakunya Artmya'.

daiam situasi yang' sama. tmda!\an
te_rs_ebut_akan dilakukan secara samia

ber uiéng«uzahg “Thon Conrad mem-

bag1 kekel asan dalam enam Lategori

1. Kekerasan yang dipengaruhi oleh
.. faktor budaya, dalam kategon ini
.. suatu kebudayaan atau sub

kebudayaan menganggap bahwa

. suatu tingkah laku kekerasan

~adalah tingkah laku yang di-

-harapkan untuk dilakukan dalam

- Suatu situasi tententu. Kekerasan

.. -adalah cara hidup bagi kebuda-
_..yaantersebut. . :

2. Kekerasan yang dfiakukan daiam

.rangka kejahatan, kekerasan

. dalam kategori ini adalah keke-

..rasan yang dipergunakan untuk

mencapai tujuan kejahatan, mi-

salnya; perampokan dan pemer-.

kosaan.. . . -
3. Kekerasan patologis, dalam
kategori ini melakukan tindakan
kekerasan karena mengalami

- gangguan. kepwaan atau - keru-: _

. sakan otak. -

4.-Kekerasan: sxtuas:onal daIam

- kategori ini seseorang melakuka_a
. tindakan kekerasan karena pe::
~ngaruh provokasi dari luar yang

~tidak dapat dihadapinya lagi.
< Keadaan 'ini merupakan reaksi:
-~ yang sangat langka d:iakukan oich-_
::__peiaku Misalnya sesemangi aki-
“laki memergoti istrinya sedang-
diperkosa kemudian membunuh

- pemerkosa tersebut. :

5. Kekerasan yang tidak d;sengaja
'~ dalam situasi tertentu seseotang
dapat saja secara tidak sengaja
“melakukan tindakan yang menye-

babkari lukanya orang lain. -

6. Kekerasan institusional, dalam
kategori ini Conrad merumuskan '
tindakan kekerasan oleh seseorang
yang sedang menjalani hukuman

penjara tahanan (Spencer, 1 966)

Selainé (enam) kategori di atas,
Muhammad Mustofa menambahkan
2 (dua) kategori kekerasan lainnya,
yaitu:

1. Kekerasan birokratis, contoh kasus
yang dapat dimasukan dalam
kategori ini, misalnya pemberian

‘izin industri yang mencemari
lingkungan. '

2. Kekerasan teknologis, masuk
dalam kategori ini adalah kasus
peluncuran peluru kendali nuklir,




* penggunaan mesin-mesin perang,
juga dapat dimasukan. dalam
kategor; ini. (Mustofa 1996)

kekerasan, seperti ad nya kesen-
Jjangan. sosial ekonomi, antxpatl ter-

hadap kemapanan SARA yang'

sangat peka maupun tersumbatnya
saluran sos;al pohtas (Herhanto dalam
N;txbaskara 2001 203)

Menurut Wogang, sumber-
sumber kultural kejahatan dan
kekerasan terletak pada berseminya
sub. kebudayaan kekerasan yang
merupakan nilai-nilai dan norma-
norma.yang didukung pola pelaku
kekerasan dan respon-respon yang
secara fisik agresif memang di-
harapkan dan bahkan dibutuhkan
kelompok-kelompok pendukung
subkebudayaan tersebut. Kemudian
Killy, mengatakan bahwa kekerasan
selain dilakukan secara individual
dapat juga dilakukan secara kolektif.
Kekerasan kolektif dapat dibedakan
atas tiga kategori yaitu, kekerasan
kolektif primitif, kolektif reaksioner
dan kekerasan kolektifmoderen (Killy
dalarn Nitibaskara, 2001 ;205)

Kekerasan kolektif primitif pada
umumnya bersifat non-politis. Ruang

: hngkupnya terbatas pada suatu ko-i' )
" mubnitas lokal, m:salnya pengeroyokan’
dalam bentuk pemukulan atau peng-

aniayaan terhadap pencopet yang
tertangkap tangan.: ‘Sementara it
kekerasan kolektif reaksmner;-'_
umumnya merupakan reaksi terhadapj.
penguasa: Pelaku dan pendukungnya;-

tidak semata-mata berasal dan suatu:

komumtas lokal, melamkan siapasaja
yang merasa kepentmgan dengan_.'_
tujuan kolektxf yang menentang suafu -
kebij akan_ atau sistem yang dlangggp__'_-
tidak adil atau tidak jujur. .Tenna_gﬁk
dalam kasus supir angkot yang mogdk
ak;bat kenazkan harga BBM, juga
termasuk kekerasan yang dliakukan
oleh buruh pabnk yang d;sebabkan
tuntutan kenaikan THR. Sedangkan
kekerasan kolektaf moderen, me-
rupakan alat untuk mencapai tujuan
ekonomis dan politis dari suatu
organisasi yang tersusun dan
terorganisir dengan balk Kekerasan
dalam pemogokan buruh yang
diorganisir oleh organisasi buruh
dalam hal kepentingan politis dan
ekonomis termasuk dalam kategori ini,
sementara bermacam-macam bentuk
terorisme, kekerasan politik di masa
kampanye pemilu, juga termasuk
dalam kategori ini (Nitibaskara, 2001;
205). _

Dari urajan beberapa pendapat

di atas, maka dapat:disimpulkan
makna dari Kejahatan Kekerasan




i.:_zpel‘!curlan yang dldahuhu dlsertal

-~ atau ditkuti dengan kekerasan atay

| "':ancaman kekerasan terhadap
" orang. dengan maksud akan me-

':nyx'apkén atau memudahkan penm

~ curian (Pasal 365 KUHP dan Uy

" DaniratNo. 12/DRT/1951 tentang

- Senjata Tajam) -

. Pengeroyokan adalah perbuatan '

orang secara bersama-sama
.-';mefakukan kekerasan terhadap

i 'orang atau barang di muka umum

“(Pasal ITOKUHR). .

__"'ancaman kekerasan memaksa _
‘perempuan yang bukan istrmya' -

_ atu barang, selu~_
_sebaglan kepunyaanl

' 'engrusakan adalah perbuatan

ng yang d}lakukan dengan
“sengaja; untuk membmasakan,

_:dengan kekerasan atau”

untuk melakukan perbuatan

' :persetubuhan (Pasal 285 286 287
"dan 289 KUHP) * TR
' 'rPerbuatan cabuladalah perbuatan '
: orang dengan kekerasan atau

ancaman kekerasan memaksa

+“seseorang melakukan perbuatan
"yang melanggar kesus:laan dan
~ kesopanan ‘atau perbuatan yang
keji dan semuanya dalam ling-
: "kungan nafsu birahi. (Pasal 281,
289,290,291 dan294)
. ‘Pembunuhan adalah perbuatan
“orang dengan kekerasan yang
“menyebabkan hilangnya nyawa
‘seseorang (mati), dilakukan
* dengan sengaja (Pasal 338 s/d 349
~dan 359 KUHP) o
. Penganiayaan adalah perlakuan

orang yang berupa pemukulan,

- menempeleng, memotong, menu-
~suk-atau mengiris yang meng-




| alqbaﬁqan rusalmya kesehatan atau :
S menyebabkan penderataan pada_ :
L '-'orang lain serta dliakukan ‘dengan’-

o Sengaja(PasaBSI 353 354, 355
- dan356 KUHP), :

i -;'_Pcnodongan dengan senjatatajam

_:=adaiah perbuatan orang ‘dengan
Co maksud hendak menountungkan
' diri sendiri atau orang lain dengan
:_ffﬁmeiawan hak; memaksa orang
L f'__-dencan kekerasan atau ancaman
.:kekerasan dengan menggunakan
"‘senjata taj am (Pasal 365 dan 368
KUIIP:serta UU-Darurat No. 12
“Tahun 1951 Tentang Senjata
' .tagam) A

Kemudsan kalau k1ta berbicara
tentang parllaku yang agreSff tldak
terlepaskan dar; teori Freud yang
berpendapat bahwa pada dasarnya
manusia mempunyai dua insting, yaitu
mstmg seksuai (hb:do) dan insting
agres;f atal biasa juga disebut dengan
insting kematzan (de&th mstmg) Li-
bido adalah insting yang mendorong
manusia untuk mempertahankan
hidup; mempertahankan jenis atau
melanjutkan keturunan. Adapun
insting agresif adalah insting yang
mendorong manusia untuk meng-
hancurkan manusia lain, Tingkah laku
agresif tersebut dapat dibedakan
menjadi dua, yaitu tingkah laku agresif
yang mengandung kebencian (hostile)
dan tingkah laku agresif yang mem-
berikan kepuasan (reinforcement)

_tertentu ngkah 1aku yang me-
- ngadung kebencian ditandai kepuasaﬁ{ :
' yang diperoleh karena Iawan men-f.. -

derita; luka atau saklt (Frued dalam’-

Nltlbaskara 2001 170). Fungsi latén

yang. sangat pentmg dari. ke}ahatan_'_

tersebut membenkan sumbangan bag1_.

clarlf catlon mamtenance dan mod1~-._
ﬁcatxon terhadap aturan-aturan yang

ber!aku dalam . masyarakat (Box E

dalamDressIer 1988 3-4)

" Apabﬂa ketakutan akai keja-'._
hatan yang dxrasakan oleh masyarakat
sudah mencapax derajat tertentu,
yakm menghadapkan masyarakat
sampai kepada tidak adanya px]ihan
lain, kecuali melawan ‘boleh Jadx
masyarakat akan berbahk menjadx
sangat agremf Hal tersebut muncul
ak;bat masyarakat telah memun—
culkan reaksanya Adanya reak51
masyarakat terhadap ke_]ahatan
merupakan tanggapan dari masya~
rakat karena tindakan kriminalitas.
Reaksi ini muncul karena adanya
suatu perilaku yang dianggap berten-
tangan dengan norma-norma atau
hukum yang telah disepakati secara
bersama, akibatnya merugikan masya-
rakat pada umumnya, paling tidak
masyarakat merasa terganggu keten-
traman atau ketertibannya. Menurut
James Garafalo; reaksi merupakan
"Persepsi tentang perilaku dan
konsekuensi yang mereka peroleh
akibat perilaku tersebut, reaksi yang




'dlbenkanolehmasyamkatdipengaruh;, _
. joleh bentuk peniaku yang. ada (image .
ofc crime) « dan. risxko yang mungkm :
_:'dztenma aklbat per]laku tersebut (risk..

: .'aesesment) Garafalo 1981 842)

~menghadapi- penjahat secara ber-

_' ":sama-sama Kohem yang lahzr darl ;
. f-ketakutan bersama ini, membuat’
' kewaspadaan ekstra tinggi; Masya-

rakat menjad; sangat sens1t1f dan
mudah curlga Sermgkah mtensnas
kecungaan ini melampaw batas-batas
akal sehat Dl sinilah ‘masyarakat
kemudian menjadi kurang awas,

bert:ndak hantam kromo mudah

te1pancmg untuk menghaklml orang-

orang yang d;duga sebaga; pelaku

kcjahatan Ketakutan tcrhadap
ke}ahatan tldak sama intensitasnya
bagi setiap mdmdu Reaksi masya-
rakat terhadap ke_;ahatan dapat
d:kelompokkan dalam ti iga | bentuk:

1.-Reaksi formal adalah. bentuk-
~bentuk tindakan yang dilakukan
..-oleh lembaga lembaga masyarakat
_yang dibentuk secara formal untuk
_.menanggulangi kejahatan. Wujud
-"nya_ta dari reaksi formal terhadap
kejahatan tersebut adalah dengan
dibentuknya:sistem peradilan
.-pidana, yaitu proses penanganan
masalah pelanggaran hukum
_pidana yang dimulai oleh lembaga

. __kepbiis_ian, lembaga kejaksaan,

: :etakutan akan  kej ahatan akan
: men _'gkatkan kohesi masyarakat :

¥ iembaga pengadﬂan dan iembaoa
: -pemasyarakatan s
.-_-.;Reakasa 1nforma1 adalah bentuk—-
;bentuk tmdakan yang dllakukan

oleh lembaga resmi dalam < sv-*tem
. peradilan pidana terhadap pelaku ¥
-kejahatan tetapi tidak; .:s_c]_a_l_u
-mengacu kepada ketentuan
ik yang brlak. Rk nfor

.mal ini banyak sekali dilakukan

3.

~oleh.lembaga kepolisian :déini
- alasan-alasan praktis dan. prag~
“‘matis. Seorang yang melakukan

pelanggaran hukum, bila oleh le_ISl

~-dipandang masih belum dewasa

atau masih anak-anak, apz_i_bila
tertangkap oleh polisi tidak selalu

 diproses untuk diajukan ke pe-
‘ngadilan. Seringkali dalam ke-

adaan seperti itu polisi memgnggll _

orangtua anak itu untuk diintrogasi
: agar mengawasi dan menchdlk_:
- anaknya dengan lebih baik. Tin-

dakan informal polisi seperti _1_tu'
disebut sebagai diskresipolisi._. y

Reaksi non-formal terh_adap
kejahatan adalah berbagai bentuk
tindakan yang dilakukan oleh warga
masyarakat secara langsung tanpa
melalui lembaga formal sistem
peradilan pidana. Reaksi non-for-

-mal inl dapat merupakan tindakan
pelanggaran hukum, misalnya

main hakim sendiri atau peng-
hakiman oleh massa. - Dalam
bentuk yang tidak melanggar




o am amanan rumah dan rlslko sasaran

_ | '-:'_-."'ke_]ahatan dengan smkam!mg dan

'_-"_?'5‘:'fdengan cara’ memagar: rumah
i :.:'(Mustofa 2000 22-26)

5 ) __':__Masaiah reak51 yang bers;fat

atau | 'isa eajamenurun Di
:sampmg xtu Juga iakaor kPWlbawaan
pemermtah dalam L.paya mencgakkan
ukum atau law enforcement j juga
sangat berpengaruh terhadap mun-
culnya reaksi non-formal dari
masyarakat. Kalau masyarakat telah
melihat atat menilai bahwa lemahnya
dalam upaya penegakan hukum, tentu
saja masyarakat akan berbalik untuk
mengambil langkah sendiri. Hal itulah
yang sering kita temukan akhir-akhir
ini telutama d1 kota I{ota besar.
Masyara}_\at_ s_enng main hakim sendiri
tanipa mengindahkan asas praduga
tidak bersalah. Bagi masyarakat
awam, pemahaman asas seperti itu
kurang banyak tersosialisasi, tentu saja
disebabkan oleh kesadaran hukum

masyarakat sendiri yang lemah serta
adanya {aktor geramnya masyarakat
terhadap aksi-aksi kejahatan akhir-
alhir ini yang sering bersifat sadis dan
kurang manusiawi. Akibatnya,
masyarakat biarpun tahu tentang
hukum, akan menafikan hal tersebut,

Kemudlan has:l penehtian yang :
di!akukan oleh John Braithwaite
mendapatk_a_n suatu kemmpuian
bahwa padéi beberapa negara sepertx
Jepang, Iriand:a Saudi Arabla dan .
beberapa negara lamnya yang

bercmkan koheswltas sosmlnya ketat

_ _]USH’U menunJ jukan renda}mya tmgkat _
“trime rate. Negara- negara ini me- -
: m111k1 ciri ketaatan kohesi sosial,

31stem kekeluargaan yang kuat Cnme
rate ini teruiama untuk j Jenis~Jen:s
kejahatan Jaianan (Street crime)
Braithwaite mengemukakan bahwa
kunci dari crime control (pengendahan
sosxal) adalah Ikatan budaya yang
memberj rasa maiu (sharmn ) kepada
peianggar hukum dengan dukutl oleh
upaya upaya rem‘cegram Sanksz yang
berasal dari teman- teman atau
anggota i{elo"npok d; mana s:~peiaku
memiliki efek yang lebih baik ke-
timbang sanksi yang diberikan secara
formal. Untuk membuat adanya kon-
formitas pada masyarakat, harus
ci;hmdarkan penerapan label yang
akan_r_r_}_enghasﬁ__kan subkebudayaan
kejahatan. Yang harus dilakukan
adalah pemberian rasa maluy yvang
tidak menghasilkan label tetapi
integrasi atau suatu keadaan reinte-
grative shaming. Braithwaith juga
menyimpulkan hasil penelitiannya
tentang kejahatan sebagai berikut:;

I. Kejahatan dilakukan lebih banyak




€ dilakukaﬁlbleh orang yang senﬁ g
o :berpmdah tempat tinggal dan
”_daerah yang tmgkat moblhtasnya

_ _-ketat dengan sekolah ccndei ung
' untuk tidak terlibat kejahatan
7. Pemuda yang memiliki asplras.1
" tinggi terhadap pendldakan dan
* pekerjaan cenderung untuk tldak
“terlibat} kejahatan AW
8. Pemuda yang bmt;ngkah iaku
a 'buruk d1sekoiah cenderung terhbat
' kejahatan '
9. Pemuda yang memilil i ketenkaian
“kuat dengan orang tunya
' 'cenderung untuk tidak terllbat
' ':kpjahatan _
10.Pemiuda yang memlhk: pel sa-
habatan dencan penjahat cen-
derung untuk terlibat dengan
kejahatan teman temanya ter-
sebut R '

H. Seseorang ‘yang memiliki
keyakinan yang kuat terhadap

ketaatan akan huicum cendc m n_

untuk tldak terlibat ke_]ahzitan 3
12 Balk pria maupun wanita, yang
berasa! dari struktur kelas bawah,
pengangguran dan. keiompok
minoritas (kuli hitam :di- AS),
kurangnya kesempatan sosxal bagi
mereka mem:lkl rate yang tmggl
dalarn semua Jems ke_}ahatan .
13 Kejahatan memngkat di Semua

© negara, baik negara yang teiah -

' berkembang maupun yang sedang
berkembang seteiah perang Dunia
kel (Bralthwalth 1989). s
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